
 
 

BUPATI  TABANAN  
 

PROVINSI BALI  
 

PERATURAN BUPATI  TABANAN  
 

NOMOR  27  TAHUN  2019  
 

TENTANG  
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2018 
TENTANG  PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI  TABANAN,  
 

Menimbang  :  a. bahwa Peraturan Bupati Tabanan tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  Tahun         
Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Nomor 66 Tahun 2018;  
 

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung          
Nomor 66/054/HK/2019 tentang Perubahan atas           
Keputusan Bupati Badung Nomor 29/054/HK/2019         
tentang Penetapan besaran Alokasi Bantuan Keuangan          
yang bersumber dari penerimaan Pajak Hotel dan Pajak 
Restoran Kabupaten Badung kepada Kabupaten Tabanan 
Tahun Anggaran 2019;  

 
c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf b         

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan          
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018             
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja          
Daerah Tahun Anggaran 2019;   

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang           

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah  
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan        
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik              
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 



  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

 
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) ;    

  4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

 
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);    

 
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;  

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

 
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);  



  10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4027);   
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028);  

 
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler  
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712);  

 
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);  

 
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502);  

 
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575);  

 
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);  

 



  17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4578);  

 
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585);  

 
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  

 
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614);  

 
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);  

 
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219);  

 
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah;  

 



  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  701);  

 
  26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 
2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabanan Nomor 4) ;  

 
  27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Tabanan  (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 
2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabanan   Nomor 4) , sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 
2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabanan  Nomor 5) ;  

 
  28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor_1);  

 
 
 
 
 
 MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  DAN  BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019  
 

 
Pasal I  

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2018 Nomor 69), diubah sebagai berikut :  



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut_:  

Pasal 1  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
2019 terdiri atas :  

1. Pendapatan   
a. Pendapatan Asli Daerah   Rp. 390.046.212.096,97 
b. Dana Perimbangan Rp. 1.091.284.199.000,00 
c. Lain-lain pendapatan 

daerah yang sah 
 
Rp. 

 
483.057.010.024,00 

 Jumlah Pendapatan Rp. 1.964.387.421.120,97 
2. Belanja  

a. Belanja Tidak Langsung 
1)  Belanja Pegawai Rp. 792.139.753.680,00  
2)  Belanja Bunga Rp. 13.950.000.000,00  
3)  Belanja subsidi Rp. 0,00  
4)  Belanja hibah Rp. 66.743.600.000,00  
5)  Belanja bantuan 

sosial 
 
Rp. 

 
18.700.000.000,00  

7)  Belanja bantuan 
keuangan kepada 
provinsi / 
kabupaten / kota, 
pemerintahan desa 
dan partai politik 

 
 
 
 
 
Rp. 

 
255.643.622.000,00  

8)  Belanja tidak 
terduga 

Rp. 2.074.170.024,02  

  Jumlah Belanja 
Tidak Langsung 

Rp.  
1.163.668.481.929,02  

 
b. Belanja Langsung 

1)  Belanja Pegawai Rp. 70.861.691.960,00  
 

2)  Belanja barang dan 
jasa 

 
Rp. 

 
529.134.132.403,20  

 
3)  Belanja Modal Rp. 473.749.477.440,92 

  
  

Jumlah Belanja 
Langsung 

 
 
Rp. 

 
 

1.073.745.301.804,12 
  

  
Jumlah Belanja 

 
Rp. 

 
2.237.413.783.733,14 

  
  

Surplus / (Defisit) 
 
Rp. 

 
70.861.691.960,00 

  
 
 
 



3. Pembiayaan 
a.  Penerimaan Rp. 273.306.362.612,17  

b.  Pengeluaran Rp. 280.000.000,00  

 
Jumlah Pembiayaan Netto 

 
Rp. 

 
273.026.362.612,17 

Sisa lebih pembiayan 
anggaran tahun berkenaan 

 
Rp. 

 
0,00 

  
   
  

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut_:  

Pasal 2  
Merubah Lampiran I yang selanjutnya dibaca sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut_:  

Pasal 3  
Merubah Lampiran II yang selanjutnya dibaca sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut_: 
Pasal 4 

Merubah Lampiran III yang selanjutnya dibaca sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini  

 
 
5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut_: 

Pasal 5 

Merubah Lampiran IV yang selanjutnya dibaca sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Pasal II 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan.  
 

  Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 24 Juni 2019  
 
BUPATI  TABANAN,  
 
 

 
 

NI PUTU EKA WIRYASTUTI  
 
 

Diundangkan di Tabanan   
pada  tanggal24 Juni 2019   
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,  
 
 
 
 I GEDE SUSILA   

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 27.  
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